
SALINAN

PRES IDEN
REPUBUK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARAN

PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PEI\I(}ELAI(AN PAJAK ATAS

PENGHASILAN IAGREEMENT BETWEEN THE GOIIERNMENT OF THE REPIJBLIC

OF IND)NESIA AND THE GOVERNMENT OF'THE I]NITED ARAB E,MIRATE.S FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TN{ATION AND THE PREVENTION OF FISCAL

EVASTON WITH RESPEC" TO T/.){.f,js O.MNCOMq

DENGAN RAHMAT TUHAN YANTJ MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan hubungan bilateral antara
Indonesia dan Persatuan Emirat Arab khususnya keda
sama di bidang ekonomi, serta untuk menyesuaikan
dengan perkembangan standar pajak internasional
terkini, Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah
Persatuan Emirat Arab r.elah menyepakati persetujuan
baru di bidang perpajakan tentang pcnghindaran pajak
berganda dan pencegahan pengelarkan pajak atas
penghasilan;

b. bahwa di Bogor, Indonesra pada tanggal 24 Juli 2}lg,
Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah
Persatuan Emirat Ar-ab telah menandatangani
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Persatuan Ernirat Arab tentang penghindaran
Pajak Berganda dan Perrcegahan pengelakan pajak atas
Penghasilan (Agreement between the Gouernment of the
Republic of Indonesia aruf tle Goventment of the Ilnited
Arab Emirates for tle Avoid.ance of Double Taxation and *e
heuention of Fisccrl Euasion with Respect to Taxes oi
Incomel untuk mengg€trltikan Pcrsetujuan antara
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Mengingat

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni
Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan
Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
(Agreement betueen the Gouernment of the Republic of
Indonesia and the Gouemment of the United Arab Emirates

for the Auoidance of Double Taxation and the Preuention of
Fiscal Euasion uith Respect to Taxes on Income) yang
ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal
30 November 1995;

c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b perlu disahkan sebagai dasar hukum bagi
pemberlakuan Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang
Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan
Pengelakan Pajak atas Penghasilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran
Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas
Penghasilan (Agreement betueen the Gouerrtment of the
Republic of Indonesia and the Gouernment of the United
Arab Emirates for the Auoidance of Double Taxation and the
Preuention of Fiscal Euasion uith Respect to Taxes on

Incomel;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aOl2l;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN
PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
(AGRDDMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THD
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
UNITED ARAB E,MIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVDNTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXDS Or[ INCOME).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang
Penghindaran Pajak Be rganda dan Pencegahan
Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement betueen
the Gouernment of the Republic of Indonesia and the
Gouerttment of the United Arab Emirates for the Auoidance
of Double Taxation and the Preuention of Fiscal Euasion uith
Respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani di
Bogor, Indonesia pada tanggal 24 Jwli 2019.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan
bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden
diundangkan.

Pasal 2

ini mulai berlaku pada tanggal
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orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam l,embaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2L NOMOR TI2

Salinan sesuai dengan aslirrya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
D Perundan g-undangan dan

Hukum,

ttd

ttd

M
*

,K
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ilvanna Djaman


































































































































































































































